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Yth, Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur
di-
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1. Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;

2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018
Tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor § Tahun 2022
tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;;

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 Tentang
Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 Tentang
Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partal Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

6. Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Tentang Terjadinya Kesepakatan
Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Nomor: 006/PS.REG/BAWASLU/XII2022

Il.  Dalam rangka pelaksanaan pengawasan verifikasi faktual persyaratan perbaikan keanggotaan
Partai Ummat sebagai tindak lanjut Putusan Bawaslu Tentang Terjadinya Kesepakatan
Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu nomor: 006/PS.REG/BAWASLU/XII/2022, maka
disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Agar KPU Provinsi Melakukan pembinaan, pengawasan, supervisi, dan monitoring
terhadap pelaksanaan tugas KPU Kabupaten dalam proses verifikasi faktual persyaratan
perbaikan keanggotaan Partai Ummat hasil tindak lanjut Putusan Bawaslu;

2. Menghimbau KPU Kabupaten yang melaksanakan verifikasi faktual persyaratan
perbaikan keanggotaan Partai Ummat hasil tindak lanjut Putusan Bawaslu untuk:

a. Memastikan pelaksanaan verifikasi faktual persyaratan perbaikan keanggotaan
dilaksanakan secara tepat waktu;

b. Mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta arahan
teknis mengenai pelaksanaan verifikasi faktual keanggotaan;

c. Berkoordinasi dengan Bawaslu Kabupaten/Kota berkaitan jadwal dan lokasi
pelaksanaan verifikasi faktual perbaikan keanggotaan pasca putusan Bawaslu;

d. Berkoordinasi dengan Partai Ummat berkaitan dengan metode verifikasi, jadwal dan
lokasi pelaksanaan verifikasi faktual perbaikan keanggotaan pasca putusan Bawaslu;

e. Memastikan petugas verifikator bekerja secara profesional;

f. Memastikan kepatuhan prosedur terhadap proses verifikasi sesuai dengan ketentuan
yang berlaku,

Demikian disampaikan, atas perhatiannya di ucapkan terimakasih.
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